BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH

DAN ASURANSI SYARIAH

A. Konsep DasarMashlahah
1. Definisi mashlahah

Secara etimologis,4akas bentuk pluralnygaas!, berasal dari
kata 4ada - lasla e -zlay -rla yaitu manfaat atau terlepas pada
kerusakan. Pengertiamashlahahdalam bahasa Arab adalah perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusi@mnCartinya yang
umum adalah setiap segala sesuatu yang bermarggamanusia, baik
dalam arti menarik atau menghasilkan seperti mesilijjaa keuntungan
(kesenangan), atau dalam arti menolak atau mengtkad seperti
menolak kerusakah.

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan baasiahat
artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan faeglata. Sedangkan
kata “kemashlahain” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentinga
Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebutildgiardengan: guna,
faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai k&hallawan kata

"madarat yang berarti rugi atau buruk.

! Munawir, Fairuz,Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkapurabaya: Pustaka
Progresif, 2007, H.557

2 Syarifuddin Amin,Ushul Figh,Jakarta: Prenada Media, 2009.h.345
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Adapunmashlahahsecara definitif antara lain yang dikemukakan

Al-Ghazali (450-505 H) sebagai berikut.

O oo, G G s C,;J\ Sgnaing @“ﬁ‘ dpaia o alaild) amlally o <
ol Jaa~ B> L Jg.a ,V.M.Aj a("@l“"';) ,(,_G_L?ij ,V.g_m.é.}j ) (2 (..@.31.9 bag

32\>=L,a_n L@.x.ééj Bdwio j.@_e Jj..p;\“ RS Q}a.l Lo ij Jisdss j.@_e N Jj.,.pgﬂ
“Namun yang kami maksud dengamashlahahadalah memelihara
tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Sedangkaar syara’

bagi makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jivka),&eturunan
dan harta mereka. Segala sesuatu yang menjagehémaokok ini

disebut mashlahat sedangkan sesuatu yang menghilangkannya

disebut kerusakanm@afsadat dan menolak kerusakan tersebut
termasukmashlahah.

Adapun Al-Khawarizmi mendefinisikamashlahalsebagai berikut
S e aal) o @,;J\ Spie Jo dasls)
“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukdergan cara
menghindarkan kerusakan dari mandsia.

Definisi senada juga dilontarkan oleh Asy-Syatiby.790 H)
dalam karyanyal-Muwafaqat yang mengartikamashlahatdengan:
alially gl ailogl anaiis Lo alsy axiee ply OLSY) Bl o3 U] oy b

LY e
“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan usien
kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikeherodek sifat
syahwati dan aglinya secara mutfak.

At-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-Alim alam
karyanya Al-Magashid Al-‘Ammah Li al-Syariati al-Islamiyah

mendefinisikarmashlahaldengan:

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn MuhammdédGhazali (Selanjutnya

Disebut Al-Ghazali)Al-Mustasfa Min ‘lIlm Al-UshylMesir: Maktabah Al-Jundy, Tth, h.251

* Syarifuddin Amir,op. cit, h. 346
5As—Syatibi,AI-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ahjuz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 8



15

B3l ol ol plall spaie ) agll ol o8 Ble
“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuara’sglalam
bentuk ibadat atau adét.”

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukaldeh At-Thufi
(657-716 H), Al-Ghazali (450-505 H) maupun As-Shat{w.790 H)
mempunyai maksud yang sama. Artingashlahatyang dimaksudkan
adalah kenashlahatn yang menjadi tujuan syara’ bukanmeshlahatn
yang berdasarkan keinginan hawa nafsu saja. Sebabladi sepenuhnya
bahwa tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalmituk merealisir
kemashlahatn bagi manusia dalam segala segi dan aspek keimdup
mereka di dunia dan terhindar dari berbagai habyaembawa kepada
kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan huk@ang telah
digariskan oleh syar’i adalah bertujuan untuk metadian kenashlahatn
bagi manusia dan menghilangkan kerusakan dari raerek

2. PembagianMashlahah
Pembagiammashlahatdapat dibedakan menjadi dua macam yaitu
pembagian dilihat dari segi tingkatannya dan eésgshya.
a. Mashlahatdari segi tingkatannya
Yang dimaksud mashlahah dari segi tingkatannya ialah
berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajaphidanusia.
1) MashlahatDlaruriyyat (Primer)
Mashlahat Dlaruriyat adalah kmashlahaan yang menjadi dasar

tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang bemkaiéangan agama

® Syarifuddin Amin,op. cit.,.h.347
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maupun dunia. Lebih lanjut Abdul Wahab Khallaf nmbahkan, apabila
kemashlahadn itu tidak ada, maka keharmonisan kehidupan nmaalsn
terganggu dan tidak akan tegakmeshlahaan mereka serta terjadilah
kehancuran dan kerusakan bagi mereka.

Umumnya ulama ushul figh sepakat bahwa yang terknasu
mashlahatdharuriyat ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan
dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, daurdnan (harga diri
atau kehormatan).

Berkaitan dengan permasalahan ini ia mencontohkaruk
menjaga agama maka Islam mensyari'atkan aturaasatbertransaksi,
sedangkan untuk memelihara akal, dalam islam gitata hukuman bagi
peminum minuman keras, selanjutnya untuk melestariketurunan
disyari'atkan pernikahan dan hukuman bagi penadteiabkan oleh Islam
untuk menjaga harta, serta hukuman untuk pelaka dam orang yang
memfitnah ditetapkan untuk menjaga keharmonisarusian

2) MashlahatHajiyyat (Sekunder)

Abu Zahra mengartikannya denganmeshlahaan yang tidak
bertujuan untuk menjaga lima hal pokok di atasagiehanya bertujuan
menghilangkan kesulitan dan kesusahan atau mehglgaal yang tidak

berhubungan langsung dengan lima hal terSekiatdi sekiranya tidak

" Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul Al-Figh terj. Noer Iskandar Al-BarsaniKaidah-
Kaidah Hukum Islam: Ushulul Figh”Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke986,1
h.332-333

8 Muhammad Abu Zahr&arikh Al-Madzhib Al-Islamiyahjuz II, Kairo: Dar Al-Fikr Al-
Araby, Tth., h.90



3)

17

dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidak akan mebgatan
kegoncangan atau kerusakan, tetapi hanya menimbul&aulitan saja.
Seperti diharamkannya menjual minuman keras supagausia tidak
dengan mudah dapat memperolehnya, pengharamanatmalifat wanita,
kebolehan berbuka bagi orang yang bepergian dagagtya.
MashlahatTahsiniyyat(Tersier)

Walaupun demikian keashlahan ini tetap dibutuhkan oleh
manusia. Misalnya, sebagaimana diuraikan oleh Asisy(W.790 H),
dalam urusan ibadah Allah mensyari'atkan berbagamtuk kesucian,
menutup aurat dan berpakaian yang indah sertaudiam pula mendekat
kepada Allah dengan berbagai jenis amalan sunnahtetenasuk pula,
misalnya, yang berkenaan dengan adab dan tataredkan minum serta
membersihkan diri dan sebagainya.

Dari pembagianmashlahat dilihat dari segi tingkatannya ini,
ternyata secara subtansmbshlahatdibedakan. Namun dari sini muncul
persoalan, karena dalam praktiknya dan usaha umewujudkannya
dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantetiga bentuk
mashlahatersebut.

Berkaitan dengan permasalahan ini, As-Syatibi (\ﬂ’.?lg)9
menjelaskan bahwa ketiga tingkatarashlahahtersebut tidaklah berdiri
sendiri, namun saling berkaitan antara yang samgafe yang lain. Oleh

sebab itu jika dalam suatu perkara asashlahatdanmafsadah ataupun

® As-Syatiby,Al-Muwafaqat juz Il, op.cit, h. 5



18

madlaratdan manfaat, maka keduanya harus dipertimban@edangkan
yang menjadi pertimbangan akhir adalah yang p&uag. Kenashlahaan
yang bersifat sekunder menyempurnakan yang bersifater dan yang
bersifat tersier menyempurnakan yang bersifat sadwun

b. Mashlahatdari segi eksistensinya

Maslahat dilihat dari segi eksistensinya atau wayad dapat
dibedakan menjadi tiga macam.

1) Mashlahatmu’tabarah

Yang dimaksud dengan kmashlahain ini adalah keashlahatn
yang terdapat dalil syara’ yang mengakui keberaggmnYang termasuk
mashlahat ini adalah semua keashlahaan yang dijelaskan dan
disebutkan oleh nash, yaitu yang berhubungan defigen hal pokok
yang telah diuraikan sebelumnya.

Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakanashlahaan
yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ininjlitkkan oleh Allah
sebagai As-Syar’i dalam QS. al-Bagarah ayat 178tenpelaksanaan
hukum gishash Demikian pula pembebanan hukuman terhadap pencuri
dalam QS. al-Maidah ayat 38 ditujukan untuk meseaalkan
kemashlahatn kepemilikan harta benda. Larangan Tuhan mendateat
berzina dalam QS. al-lsra ayat 32 adalah dalam ausabwujudkan
keturunan dan kehormatan manusia.

Dalam transaksi ekonomi misalnya, keharusan adaeysaksian

yang adil adalah dalam upaya mewujudkan bentukdlienuamalahdan
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mekanisme niaga yang jujur dan membawa&shlahaan bagi kedua
belah pihak.
MashlahatMulghah

Yang dimaksudmashlahatmulghah adalah kmashlahaan yang
bertentangan dengan dalil syar’i, baik nash maupua’. Dengan kata
lain, keamashlahatn yang ditolak karena ada dalil yang menunjukkan
bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil y&lag, |

Contoh yang cukup populer dalam literatur-literatigh adalah
fatwa seorang fagih Al-Laits tentang seorang ragmgy melakukan
persetubuhan dengan istrinya pada siang hari dnbRamadhan. Hukum
yang ditetapkan oleh fagih terhadap raja terseblatah melaksanakan
puasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti mezkakén budak sebagai
sanksi hukum tidak akan mampu memberikan dampaikifpgehingga ia
dapat menghormati bulan Ramadhan dan dapat mekgalalbbadah puasa.
Hal ini disebabkan oleh mudahnya seorang raja nugkakan budak
karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. darenanya
keharusan berpuasa sebagai sanksi pada urutan kedagaimana yang
ditegaskan oleh nash harus didahulukan pelaksayaakarena dapat
mewujudkan kemashlaha&n sebagai tujuan hukum.
MashlahatMursalah

Mashlahatmursalahtersusun dari dua kata, yaife-‘m danile s,
Kata 4w« berasal dari akar katdwr - Jum -Jusl yang berarti

“melepaskan, membebaskan, tidak dibatasi”. Jadiagab bentuk
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mafulnya, maka katailw« dari segi bahasa dapat diartikan dengan
“dilepaskan, dibebaskan, tidak dibaté'\%i”Sedangkan dari segi istilah,
mengartikannya dengan “sesuatu yang tidak kemlzalamash syari’ah
yang tertentu dan juga tidak ada dalil yang mergerimaupun
menolaknya™!

Jadi, jika kedua kata tersebut digabung maka addremntuk suatu
konsep atau istilah yang oleh para ulama ushul InyigaAs-Syaukany
diartikan dengan:

A2l Jsol o Cpme ool dets Y ) sas oW Yy ol (e Y L
Aol Flally andl gy JLzeYL
“Kemashlahatn yang tidak diketahui diterima atau ditolaknyaity
kemashlahatn dimana asal (dalil pokok) yang tertentu darielbapa
asal syari'at tidak memberi persaksian atas peragaka. Dan inilah
yang disebual-mahlahah al-mursaldh

Diakui bahwa dalam kenyataannya jemsshlahatyang disebut
terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiringgde perkembangan
masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaanisiodan tempat.
Untuk itu perlu kajian yang mendalam apakaashlahahmursalahdapat
dijadikan dasar penetapan hukum dalam Islam. Padaruberikut penulis
akan berusaha memaparkan beberapa pendapat ulamameacari

jawaban atas permasalahan tersebut.

3. Kehujjahan Mashlahah

10 Ahmad Warsom MunawirAl-Munawir Kamus Arab Indonesiarogyakarta: Pustaka
Progresif, 1984, h. 532
1 Amir Syarifuddin,ushul figh Jakarta: kencana, 2009,h. 345
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Tidak dapat disangkal bahwa di kalangaadzhabushul terdapat
perbedaan pendapat tentang kekuateshlahahsebagaihujjah (dasar)
dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yangofak. Uraian
berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapaaraankalangan
madzhabushul yang menerima dan yang menolak serta argasien
mereka masing-masing.

Kelompok pertama berpendapat bahweshlahahtidak dapat
diterima sebagdiujjah (dasar) dalam menetapkan hukum. Yang termasuk
dalam kelompok ini di antaranya adalah Imam Sydfi%0-204 H) dan
madzhabtekstual. Adapun yang menjadi dasar penolakanniedd ini
diantaranya adalah:

a. Bila suatumashlahahada petunjuk syar’'i yang membenarkannya atau
yang disebutmu’tabaroh maka ia telah termasuk dalam umumnya
giyas Seandainya tidak ada petunjuk syara’ yang menmkanaya,
maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatmashlahah
Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syaraarbemengakui
akan kurang lengkapnya Al-Qur'an maupun Sunnabh. héddiini juga
berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah naddaRal al-Qur'an
dan sunnah Nabi menyatakan bahwa Al-Qur'an dan &uim telah
sempurna dan meliputi semua hal.

b. Beramal denganmashlahah yang tidak mendapat pengakuan
tersendiri dari nash akan membawa kepada pengarhalkam yang

berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hafsa. Cara
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seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsipaisi. Keberatan al-
ghazali untuk menggunakaistihsan dan mashlahah mursalah
sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukearsseenaknya
(talazul dan beliau menetapkan syarat yang berat untulktppan

hukum.

c. Menggunakarmmashlahahdalam ijtihad tanpa berpegang pada nash
akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam tapkan
hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teramitag nhama
hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapakum
dalam islam, yaitu tidak boleh merusak, juga tidekeh ada yang
dirusak.

d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengarashlahahyang tidak
mendapat dukungan dari nash, maka akan memberdmurigkinan
untuk berubahnya hukum syara’ karena alasan blemybavaktu dan
berlainan tempat berlakunya hukum syara’, juga rkarberlainan
antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadmmaikidn, tidak
ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengansip hukum
syara’ yang universal dan lestari serta meliputise umat Islam?

Sedangkan kelompok kedua yang menerimashlahahmursalah
mengatakan bahwaashlahahmerupakan salah satu dari sumber hukum

Islam dan sekaligushgjjab/dasar) syari'ah. Pendapat ini diantaranya

dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hah(ti§4-241 H)

2. Amin Syarifuddinop.cit h.362
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serta para pengikutnya. Bahkan Abu Zahra menyebublehwa Imam
Malik (93-179 H) dan pengikutnya merupakan madzhgdng
menyuarakamashlahalsebagai dalil hukum.

Adapun yang menjadi argumentasi pendapat kelompakgy
menerimamashlahahmursalahdiantaranya adalah:

1) Adanyatakrir (pengakuan ) nabi atas penjelasan Mu’adz ibn Jgdoad
akan menggunakan metode ijtihdadl al-ra’yi bila tidak menemukan ayat
al-Quran dan sunah nabi untuk menyelesaikan selkaeslis hukum.
Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan r#ga atau suatu
yang dianggapnashlahah Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya
untuk mencari dukungan nash.

2) Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas dikgdn sahabat nabi
tentang penggunaamashlahahmursalah sebagai suatu keadaan yang
sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpg sadinyalahkan.

3) Suatu mashlahahbila telah nyata keashlahaannya dan telah sejalan
dengan maksud pembuat hukum (syari’), maka meraigummashlahah
tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i, sk tidak ada dalil
khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidakurdigan untuk
menetapkan suatu kmshlahaan dalam kebijaksanaan hukum akan
berarti melalaikan tujuan yang dimaksud daghri’(pembuat hukum).

4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukigak boleh
menggunakan metodmashlahahmursalah maka akan menempatkan

umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri mendakin kemudahan
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untuk hamba-nya dan menjauhkan kesulitan, sepé@dgaskan dalam
surat al-bagoroh ayat 185 dan nabi pun menghenoaéitnya menempuh
cara yang lebih mudah dalam kehidupantiya.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dengan argumesing-
masing ulama yang menerima dan menolak metodghlahahmursalah
dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan sqmamaip. Kelompok
yang menerima, ternyata tidak menerimanya secardaknibahkan
menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Brgéwkelompok yang
menolak, ternyata dasar penolakannya adalah kdsekiaawatiran dari
kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampametapkan hukum
dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa n&ksandainya
kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpamanya telaemukan garis
kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akangmeskpmmashlahah

mursalahdalam berijtihad, sebagaimana imam syafi'i melaulya.

Persyaratan Mashlahah Mursalah

Setelah diketahui kedudukanashlahahmursalah sebagai dasar
hukum, berikut ini akan penulis uraikan tentangratayarat yang perlu
diperhatikan ketika seorang mujtahid akanhbgah (berdalil/berdasar)
dengammashalahmursalah karena di kalangan ulama yang sepakat untuk
menggunakan metode ini sendiri terdapat persefisippandapat antara

mereka.

13 Amir syarifuddin,op.cit.h.360
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Adapun yang tampak dari apa yang dilakukan paralsdadalah
bahwa mereka tidak ada yang memenuhi semua pet@yatiaatas. Akan
tetapi mereka hanya memeliharariashlahaan meskipun sifatnya hanya
parsial, teka-teki, atadhanni(perkiraan)

Umar pernah menghukum talak seorang wanita yanglisya
hilang setelah masa empat tahun. Hukum tersebjddiemulai saat
menghilangnya atau setelah diajukan ke Pengadilatuk melindungi
kemashlahatn dan menghindari bahaya bagi istri. Hukuman itu
diterapkan meskipun saat itu tidak ada kejelasangerai kematian si
suami. Pendapat Umar tersebut telah disepakati Gtsman, Ali, Ibnu
Umar, Ibnu Abbas dan sekelompialbi’in.

Masih menurut Abd al-Hamid Mutawally, keshlahaan yang
bisa dijadikan dalil juga tidak harus bersif@th’i. Pada satu kesempatan,
tambahnya, al-Ghazali menafsirkan kgtth'i dengan dugaan yang kuat
atau dekat dengan kepastian dan yang dimaksud lahkamakna yang
intuitif dari katagath’i tersebut. Bahkan al-Ghazali pernah mendasarkan
suatu permasalahan padaneshlahaan yang bersifadhanni

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang perhertatikan
ketika behujjah (berdalil) menggunakamashlahahmursalahadalah:

1. mashlahahmursalah adalah mashlahahyang hakiki dan bersifat
umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehatvlhal betul-betul
mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkatarat

dari manusia secara utuh.
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2. Ada hubungannya secara global dengan tujuan siadésamgan tidak
menghilangkan hukum asalnya, serta tidak ada dghing
menunjukkan secamgath’i. Akan tetapi sesuai denganmkashlahaan
yang dimaksudkan oleh syari'at dalam pelaksanaanbByamikian
juga jenis dan hal-hal lainnya tidak bertentangaeskipun tidak ada
dalil khusus yang menyatakannya.

3. Penggunaamashlahahmursalah atas dasar pemeliharaan sesuatu
yang mendesak dfarury) atau menghilangkan kesulitan dalam

agama’

B. Konsep Dasar Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda gagurantie yang
dalam hukum Belanda disebwerzekering Sedangkan dalam bahasa
inggris disebutinsurance Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa
indonesia dengan katapertanggungart® Dari peristilahanassurantie
kemudian timbul istilahassuradeurbagi penanggung dageassureerde
bagi tertanggun§f Dalam bahasa arab asuransi digunakan istilah at-

ta’'min, penanggungnya disebut dengamu’ammin dan tertanggung

14 Ibid, h.360
®Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FlI®\suransi Syari'ahJakarta: Gema Insani ,2004,h.26
16Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syari'at IslaBandung: Mizan, 1994, h.205-206
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disebut dengamu’amman lahwatau sering disebuusta’min'’. Definisi
resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH Dpgamg berbunyi ;

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjatgagan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada segporan
tertanggung dengan suatu premi untuk memberikamggagtian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atauarkgdm
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderdakgrena
suatu peristiwa yang tidak tenft.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan meaintie
menguranginya resiko dengan jalan memindahkan damgambinasikan
ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan §ian Dari sudut
pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak
(perjanjian)pertanggungan resiko antara tertangiemgan penanggung.
Penanggung berjanji akan membayar kerugian yasgbdbkan resiko
yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedandg&eanggung
membayar premi secara periodik kepada penanggueguit pandangan
bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yanga ustmanya
menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari piHak, dan
memperoleh keuntungan dengan berbagi reskar{ng of risk diantara
sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosialaresudidefinisikan
sebagai organisasi sosial yang pemindahan resakondengumpulkan
dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerygiag mungkin

terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dafgandangan

matematika, asuransi merupakan aplikasi matematalkam perhitungan

" |smanto KuatAsuransi Syari'ahYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 21

®R. Subekti dan R. Tjitrosudibid§itab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-
Undang Kepalilitan,Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1994, h. 74
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biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum piigiagbdan teknik
statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yaratdiramalkart?

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia teltdtaghkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 188fang Usaha
Perasuransian menjelaskan bahwa: .

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjianaandiaa pihak

atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkainkdpada

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untrkberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugians&ean, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tamggawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan daerit
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yadak pasti, atau

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkas a

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertagggan

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mendefinisikanraasu
syari'ah (a'min, takaful tadhamuf adalah usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pimefalui investasi
dalam bentuk asset dan atatabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu onedddad (perikatan)
yang sesuai dengan syari’ah.

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi sylatvarsifat saling
melindungi dan tolong-menolong yang disebut dentgawun yang
berarti suatu prinsip hidup saling melindungi dafing tolong-menolong

atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggstata asuransi

dalam menghadapi suatu resiko.

1% Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Isla2®04, Kencana, h.61
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Dari uraian mengenai rumusan definisi asuransadjahaka paling
tidak ada tiga unsur pokok penting berkenaan dersmgamansi, yaitu:
pertama pihak penjamirvérzekeraa), yaitu pihak yang berjanji akan
membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayarasebigr baik
dilaksanakan secara sekaligus atau bahkan dengamgsar-angsur.
Pembayaran tersebut dilaksanakan bila terlaksasar ketiga.

Kedua, pihak terjaminerzekedg yaitu pihak yang berjanji akan
membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halngagah
pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secakaliges maupun
berangsur-angsur. Sedangkan unsur yang ketigahadaktu peristiwva
yang semula belum jelas akan terjadi, yang disé@ogan risikg®
Sejarah Lahir Asuransi syari'ah

Asal-usul asuransi syari’ah berbeda dengan asukansensional,
praktik asuransi syari'ah saat ini di Indonesiaabal dari budaya suku
arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut desgjah.

Al-agilah adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk
keluarganya. Jika salah satu anggota suku terboielh anggota suku
yang lain, maka ahli waris kurban akan dibayar dengang daratd{yatf)
sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbiBaudara dekat dari
pembunuh disebutagilah. Lalu mereka mengumpulkan dana yang
diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dgd@mbunuhan tidak

sengaja.

2 Op.cit h. 23
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Agilah merupakan praktek yang biasa terjadi pada suku lamo.
Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhaadegstanggota suku
yang lain, maka ahli waris kurban akan memperolajiatan sejumlah
uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan galysgmbunuh.
Penutupan yang dilakukan oleh keluarga pembunuahityang disebut
sebagaagqilah.

Berdasarkan uraian diatas, yang kemudian diformblkrsiasarkan
prinsip syariah, adalah pengembangan prinsip tefoagolong melalui
danatabarru’ juga memasukkan unsur investasi (khususnya padares
jiwa) baik dengan akad bagi hasidharabah maupun {akalal).

Lain halnya, asal-usul asuransi konvensional bar#tas hasil
research, perkembangan asuransi dalam sejarah $"henarnya sudah
ada sejak lama, tetapi istilah yang digunakan temerbeda-beda, tetapi
masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pggangan oleh
sekelompok orang untuk menolong orang lain yangadger dalam
kesulitan.Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan padaa Nabi
Yusufas, yaitu pada saat dia menafsirkan mimpi rajatir, dimana dia
menafsirkanbahwa Mesir akan mengalami tujuh masa panen yang
berlimpah dan diikuti tujuhmasa paceklik. Untuk menghadapi masa
paceklik itu, Nabi Yusuf asnenyarankan agar menyisihkan sebagian dari
hasil panen pada masa tujuh talpentama. Saran dari Nabi Yusuf as. ini

diikuti oleh Fir'aun, sehingga mapaceklik bisa ditangani dengan baik.
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Praktik ‘agilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama
dengan praktik asuransi pada saat ini, di manals®kek orang
membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpaibah. Dari
kisah di atas maka kehadiran jasa asuransi yanda&ekan prinsip
syari'ah sangat dibutuhkan sebagaimana bank syayeg sudah
beroperasi menggunakan prinsip syariah sesuai debgaang-Undang
No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuamkgsaiaan bank
syariah. Dalam perkembangannya asuransi syari’dhddinesia baru ada
pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya &ssir Takaful
Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan ndkasnya PT
Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-
385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takafindonesia diprakarsai
oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful IndonegiBEPATI) yang
dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsaar®® Muamalat
Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat d&epartemen
Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Pendapat Ulama Mengenai Asuransi

Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yandk tdesti,
sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibdean dalam Islam
karena di dalamnya mengandung ungarar, maysir dan riba. Namun
sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unswg karam dalam
asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asurdapat diterima oleh

Islam. Oleh karenanya, praktik asuransi modern @meaidsambutan yang
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beragam di kalangan para ulama. Sebagian ulamayadg menolak
perjanjian asuransi dengan alasan-alasan tertamusebagian yang lain
ada yang menerimanya dengan argumentasi tertetstu pu
Di antara pendapat para ulama yang mengharamkaranasu
adalah pendapat dari Syaikh Ibnu Abidin dari matizHanafi** Dalam
kitabnya yang terkenalHasyiyah Ibnu ‘Abidin bab al-Jihad pasal
ist’man al-kafir.
Dengan ungkapan inilah, sehingga Ibnu ‘Abidin dgam orang
pertama di kalangaiugahayang membahas masalah asuransi.
Pendapat lain yang mengharamkan asuransi adalajidS&abiq
yang diungkap dalam kitabnydigh as-Sunnah Abdulah al-Qalqili,
Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhi¥ath'i, yang
alasannya antara laff:
a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
b.  Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
c. Mengandung unsur riba/rente
d. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pengepalis tidak
bisa melanjutkan pembayaran preminya, maka uangpipya bisa
hilang atau dikurangi dari uang premi yang teldiagarkan
e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pentwggaiis diputar

dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditttan dibungakan)

Zpikutip dari Ali Yafie, Asuransi dalam Pandangan Islam, Menggagas Figh aosi
,Bandung: Mizan, 1994, h.211-212

22 Hendi SuhendiFigh Mu’amalah,, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2002, h. 310
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Asuransi termasuk akasharfi, artinya jual beli atau tukar-menukar
mata uang tidak dengan uang tunai

Hidup dan matinya seseorang dijadikan objek bisy#s)g berarti
mendahului takdir Allah SWT.

Sedangkan pendapat para ulama yang membolehkdsdikpra

asuransi adalah: Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmddrga,

Muhammad Yusuf Musa, dengan alasan-alasannya sdisdaut:

a.

b.

Tidak ada nash Al-Quran maupun nash Hadis yangramgjaasuransi
Kedua pihak yang berjanjaguradordan yang mempertanggungkan)
dengan penuh kerelaan menerima praktik ini dilakuldengan
memikul tanggungjawab masing-masing

Asuransi tidak merugikan salah satu atau keduahbplhak dan
bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak

Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab pnemiipyang
terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembaliuk dijadikan
modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan unpgknbangunan
Asuransi termasuk akadudharabahmaksudnya asuransi merupakan
akad kerja sama bagi hasil antara pemegang pdiwniljg modal)
dengan pihak perusahaan asuransi yang mengaturl mtadadasar
bagi hasil profit and loss sharing

Asuransi termasugyirkah ta‘awuniyah

Dianalogikan atau diaskan dengan system pensiun, seperti Taspen
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h. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umdan
kepentingan bersama

I.  Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaata Hagnda,
kekayaan, dan kepribadian.

J- Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi ghangnembawa
manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuraasa degrsamaan.
Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan Kehsan orang
banyak dibenarkan oleh agama.

4. Sifat dan Prinsip Asuransi Syariah

a. Prinsip Tauhid ¢nity)

Prinsip Tauhid (@nity) adalah dasar utama dari setiap bentuk
bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangdan aktivitas
kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-ndahid. Artinya
bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunarumhukarus
mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kasayang tidak
dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang raél@lada dirinya
adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dajpisahkan dari
penciptaannya (sang Khalig), sehingga dalam tirmgkaertentu dapat
dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semestgpakan gerak
dan asma dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah berfan dalam QS. al-

Hadid [57] :4
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Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan buraiagn enam masa:
kemudian Dia bersemayam di atas “arsy. Dia mengetgba
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dalamya
dan apa yang turun dari langit dan apa yang ngad@-Nya.
dan Dia bersama kamu di mama saja kamu beradaAltkn
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalajaifbana
seharusnya menciptakan suasana dan kondisi berfarayzang tertuntun
oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam aptmelakukan aktifitas
berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati baleaSWT. Selalu
mengawali gerak langkah kita dan selalu beradaabwskita. Kalo
pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap ‘péryang terlibat
dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awalamgsag sangat
urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkaralaggn bermuamalah
seterusnya.

b. Prinsip Keadilanj(stice
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhiilginilai

keadilan justice antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asura
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Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dateenempatkan hak
dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan pearsalaransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan padéaikgang
mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uangusamt (premi)
dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuramgibexfungsi sebagai
lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membdgan (dana
santunan) kepada nasabah. Kedua, perusahaan asgaagsberfungsi
sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewaiitsanbayar klaim
atau dana santunan kepada nasabah.

Di sisi lain, keuntunganp¢ofit) yang dihasilkan oleh perusahaan
asuransi dari hasil investasi dana nasabah habvagidesuai dengan akad
yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disgpantara kedua belah
pihak 40:60, maka realita pembagian keuntunganhagas mengacu pada
ketentuan tersebut.

. Prinsip Tolong menolongd’awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegia¢aasuransi
harus didasari dengan semangat tolong-menolaadawun) antara
anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asurejal, aval harus
mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan ngarikan beban
temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musidalkerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT telah menegaskan dalarmdin-Nya

QS.al-Maidah:3
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Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yaihgldikan bagi
mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baglik dan
(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yadp tehmu ajar
dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarngaunut
apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka nilakadari
apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nartadn Altas
binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan beskih
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisgd-N

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah umsrtama
pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsurté@i semata-mata
untuk mengejar keuntungan bisnigrdfit oriented berarti perusahaan
asuransi ini sudah kehilangan karakter utamanya, sgédarusnya sudah
wajib terkena penalti untuk dibekukan operasioralsgbagai perusahaan
asuransi.

d. Prinsip Kerja samapoperation

Prinsip kerjasamacfoperation merupakan prinsip universal yang
selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusiaagai makhluk yang
mendapat mandat dari Khalignya untuk mewujudkardgreaian dan

kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yadgktidapat
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dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhtlikidu dan sebagai
makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapatphgendiri
tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai aprakiri posisi dirinya
sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalatusnarma yang tidak
dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kexjaasantara sesama,
manusia baru dapat merealisasikan kedudukannygaiebakhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujudndddantuk
akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pibag terlibat, yaitu
antara anggota (nasabah) dan perusahaan asural@sin Dperasionalnya,
akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat m@maknsep
mudharabah atau musyarakah Konsep mudharabah dan musyarakah
adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomsl&eni dan
mempunyai nilai historis dalam perkembangan keiimina
. Prinsip Amanahtfustworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapafud dalam
nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) ysahaan melalui
penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam ihialperusahaan
asuransi harus memberi kesempatan yang besar lasgibah untuk
mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporamglaeuayang
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus memd&aminilai-nilai

kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan malalitor public.
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Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nésasaransi.
Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajieayampaikan
informasi yang benar berkaitan dengan pembayaraa daan (premi)
dan tidak memanipulasi kerugiapetil) yang menimpa dirinya. Jika
seorang nasabah asuransi tidak memberikan inforgeasj benar dan
memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinyasartie nasabah
tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dafpettdt secara hukum.

. Prinsip Kerelaang(-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaaa-{idha) dapat diterapkan pada
setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyi@rasiodari awal
untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disatorke perusahaan
asuransi, yang difungsikan sebagai dana sowah(ru’). Dana sosial
memang betul-betul digunakan untuk tujuan membanggota (nasabah)
asuransi yang lain jika mengalami bencana kenugia
. Prinsip Larangan riba

Riba secara bahasa bermakmiyadah (tambahan). Dalam
pengertian lain, secara linguistik berarti tumbah chembesar. Sedangkan
untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tahdra dari harta pokok
atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapmndaknjelaskan riba,
namun secara umum terdapat benang merah yang ns&aadaahwa riba
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaledibgli maupun
pinjam meminjam secara bathil atau bertentangangatenprinsip

muamalatdalam Islam.
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h. Prinsip Larangan judinfaysii

Al-Maysir adalahgambling dan perjudian. Artinya ada salah satu
pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yamng.rAkad judi adalah
akad gharar, karena masing-masing pihak yang berjudi dan hdrta
menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diaatdnil jumlah yang
diberikan itu bisa ditentukan nanti, tergantunggadatu peristiwa yang
tidak pasti, yaitu jika ia menang maka ia mengatahualah yang diambil,
dan jika kalah ia mengetahui jumlah yang ia berikan

Unsurmaysirdalam asuransi terlihat pada adanya salah sasik pih
untung namun di lain pihak justru mengalami kerogiblal ini tampak
jelas apabila pemegang polis dengan sebab-seb@imttemembatalkan
kontraknya sebelum magaversing period biasanya tahun ketiga maka
yang bersangkutan tidak akan menerima kembali ugagg telah
dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adamgar keuntungan
yang dipengaruhi oleh pengalamanderwriting di masa untung rugi
terjadi sebagian hasil dari ketetapan.

i. Prinsip Larangagharar.

Gharar dalam pengertian bahasa adaaRkhida’ (penipuan), yaitu
suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidd# unsur kereladn.
Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tent@igrar sebagail-khatar
dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusaka

(harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkapi teakikatnya

2% Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Isladakarta: 2004, Kencana, h. 125-134
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menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakalrdunya mata’ul
ghuruurartinya dunia itu adalah kesenangan yang mezﬁipu.

Selanjutnya pada bagian manalgitarar (ketidakpastian) terjadi
pada asuransi konvensional yang kita kenal selaniffaSyafi'i Antonio
menjelaskan bahwgharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua
bentuk.

Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan @iis\ber dana
pembayaran klaim dan keabsahan syari penerimaary ddaim itu
sendiri. Secara konvensional kontrak perjanjiammahsuransi jiwa dapat
dikatakan sebagai akadbaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran
pembayaran premi dan dengan uang pertanggungaaaSs@riah dalam
akad pertukaran harus jelas berapa yang harusatiaydan berapa yang
harus diterima. Keadaan ini akan menjadi ramghasar) karena kita tahu
berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertamggn tetapi tidak
tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluremprkarena hanya
Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggalindahgharar terjadi

pada asuransi konvensiofial.

2 bid, h. 135
% bid, h. 136



